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BUPATI SUMBAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBAWA BARAT,
Menimbang
:
a. 
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, daerah diwajibkan mempunyai Unit layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa;  
b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Mengingat
: 
1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43  Tahun 1999 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun  1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

3.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4741);
8.   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 45);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan

BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: 
PERATURAN DAERAH  TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH  KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
6.  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya pengadaan barang/jasa. 
7. Pengguna Barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD. 
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya di sebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Anggota Sekretariat Unit layanan Pengadaan barang/jasa adalah Sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau  Non PNS yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu kelompok kerja untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa melalui unit layanan pengadaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut POKJA adalah kelompok kerja yang anggota-anggotanya merupakan anggota Unit Layanan pengadaan dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diangkat oleh Bupati dengan tugas secara khusus mengevaluasi penyediaan barang/jasa pemerintah.

13. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Pakta Integritas adalah pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa.  

15. Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

16. Pekerjaan Kontruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
17. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesinal yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (braiware).

18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan keahlian tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.

20. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

22. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang memenuhi syarat.

23. Pelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan  dan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan konstruksi. 
24. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah).

25. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah).

26. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
27. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

28. Pengadaan Secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
29. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk ULP Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
(2) Pembentukan ULP bertujuan untuk:

a.  menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih teritegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan;

b.  meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi daerah.
(3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3

(1) ULP mempunyai tugas sebagai berikut: 
a.  mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;

b.  menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

c.  mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website pemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal pengadaan Nasional;

d.  menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

e.  melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
f.  menjawab sanggahan;

g.  menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokukmen pemilihan penyedia barang/jasa ke PPK;

h.  menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;

i.  mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;

j.  membuat laporan melalui proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;

k.  memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

l.  menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP;

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE;

n.  melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
o.  mengelolan sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa dan daftar hitam.      

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ULP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan;

b. penyusunan jadwal dan penetapan pegawai-pegawai dalam panitia pengadaan;

c. pelaporan proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi ULP terdiri dari:

a. Kepala ULP;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pengadaan;
d. Seksi Pengembangan;
e. Kelompok Kerja.

(2) Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(3) Bagan struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 5
(1) Kepala ULP adalah eselon III.b;

(2) Sekretaris pada ULP adalah eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi pada ULP adalah eselon IV.b.
Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 6
Kepala ULP, Sekretaris dan Kepala Seksi  diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7
Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala ULP, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan ULP.
Pasal 8
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala ULP memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala;

(2) Kepala ULP wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahan sesuai dengen Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
(1) Kepala ULP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai  hubungan kerja. 

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Unit layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 31)  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 

Ditetapkan di Taliwang

padatanggal 24 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT,

       dto
      ZULKIFLI MUHADLI 
Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 24 Desember 2013
      SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

                      dto
              MUSYAFIRIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT 

NOMOR  10 TAHUN 2013
TANGGAL  24 Desember 2013
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
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